ANALISIS HUKUM PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

LEGAL ANALYSIS OF PLANNED MURDER IN REVIEW OF LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE (KUHP)

1)Fandi Ahmad Santosa, Irwan Yulianto, S.H.,M.H.2), Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H3)
1)fandiahmad4545@gmail.com,  
1Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

2Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Analisis hukum pembunuhan berencana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa ancaman kasus pidana pembunuhan berencana ini, lebih tegas daripada pidana pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Kasus pidana pembunuhan berencana merupakan pasal dengan ancaman putusan pidana paling berat yaitu pidana mati karena dasar pembunuhannya yaitu kesengajaan dan adanya perencanaan. Selain diancam dengan pidana mati, terdakwa juga terancam pidana seumur hidup dan pidana dalam kurun waktu tertentu kurang dari 20 tahun. Maksud dan tujuan "berencana" dalam tindak pidana kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan konsepsinya wajib melindungi setiap hak- hak individu warga negaranya, oleh karena itu, melalui UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku di masa yang akan mendatang membuat suatu instrumen penegakan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya apabila terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana yang terjadi. Penguatan fungsi hukum pidana dijalankan untuk mengontrol tingkah laku manusia agar tidak berani untuk melakukan suatu kejahatan terutama perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang.
ABSTRACT

analysis of premeditated murder in terms of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) that the threat of this criminal case of premeditated murder is stricter than the murder listed in Articles 338 and 339 of the Criminal Code. The criminal case of premeditated murder is an article with the most severe criminal punishment, namely the death penalty, because the basis of the murder is intentionality and planning. In addition to the death penalty, the defendant is also threatened with life imprisonment and imprisonment for a certain period of less than 20 years. The intent and purpose of "planning" in a criminal offense, according to Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), is that Indonesia is a state of law with the conception that it is obliged to protect every individual right of its citizens, therefore, through Law No. 1 of 1946 and Law No. 1 of 2023 which will take effect in the future, a law enforcement instrument must run appropriately if a criminal act of murder or premeditated murder occurs. Strengthening the function of criminal law is carried out to control human behavior so as not to dare to commit a crime, especially acts that can eliminate people's lives.
PENDAHULUAN


Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, salah satu contohnya adalah kejahatan pembunuhan berencana disertai dengan pemerkosaan. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.
 Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.”
 Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dengan dipidana dengan pembunuhan dengan rencana.” Berdasarkan apa yang diterangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk Undang-Undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam pembahasan. Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan berat. Pembunuhan berencana unsur-unsurnya adalah : 
1. Unsur Subjektif terdiri dari: 

a. Dengan sengaja 

b. Dengan terlebih dahulu 

2. Unsur Objektif terdiri dari: 

a. Perbuatan : Menghilangkan nyawa 

b. Objeknya : Nyawa orang lain 


Apabila salah satu unsur diatas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-bukti dan saksi yang kuat maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dipengadilan Dalam realitas kehidupan banyak kejadian dan kasus yang menimpa sebagian manusia yang menjadikan hidupnya tidak nyaman bahkan menyesali keberadaaanya didunia untuk menjalani hidup dan kehidupannya.
 


Tersangka kasus kematian anak artis Tamara Tyasmara, Dante (6), Yudha Arfandi dikenakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan terancam hukuman mati. Yudha diduga sengaja menenggelamkan Dante saat menemani di kolam renang. Polisi resmi menetapkan Yudha Arfandi (33) sebagai tersangka dalam kasus kematian Dante (6), anak artis Tamara Tyasmara. Yudha dijerat terkait pasal pembunuhan berencana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 359 KUHP," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan. Polisi mengungkap bahwa Dante (6), anak Tamara Tyasmara, sempat mencoba menyelamatkan diri setelah diduga dibenamkan Yudha Arfandi, yang tak lain adalah kekasih Tamara. Namun hal tersebut digagalkan Yudha. Kemudian, korban berusaha berenang ke tepian kolam, namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga korban tidak dapat meraih tepi kolam. Setelahnya, tersangka mengangkat korban ke tepian kolam tersebut dan memberikan bantuan. Saat itu korban sudah dalam kondisi tidak bernapas serta mengeluarkan buih dan sisa makanan dari mulutnya. Selanjutnya, tersangka mengangkat korban dan meletakkan di tepi kolam. Di mana setelah korban diberikan bantuan pertama oleh saksi-saksi di kolam renang, diketahui korban sudah tidak bernapas.


Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,
 yaitu tahun 2026 sebagai berikut Pasal 340 KUHP dan Pasal 459 UU nomor 1 tahun 2023. Pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yurisdis normative yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hukum mencakup aturan hidup yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat. Hukuman dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk tidak kejahatan, baik umum maupun individu. Sanksi administrasi dan pidana adalah dua jenis ancaman hukum.
 Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradad. Hal ini didasari pada penerapan hukuman mati yang dinilai tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
 Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Penjatuhan pidana mati menyebabkan banyak perdebatan. Hak hidup adalah hak yang tidak dapat dicabut berdasarkan konsep HAM. Hak hidup yang tercantum dalam Deklarasi HAM (Declaration of Human Rights) dan ICCPR didukung oleh instrumen internasional. 
Demikian pula, Pasal 28 A UUD 1945 menegaskan hak asasi setiap orang untuk hidup, serta hak untuk mempertahankan hidupnya, dan Pasal 28 I menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
 Keterlibatan pidana mati dengan hak asasi manusia sangat erat karena penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling penting bagi manusia. Dalam kasus tertentu, penjatuhan pidana mati harus dikaji secara menyeluruh karena merupakan pidana yang terberat karena pelaku akan kehilangan nyawanya, yang merupakan hak yang tidak dapat dipertahankan.
 Sedangkan Tim Perumus RKHUP membuat konsep alternatif pidana mati yang kontradiktif karena mempertahankan pidana mati tetapi menyulitkan hakim untuk membuat keputusan dan jaksa untuk menjalankannya.
 

KESIMPULAN

Analisis hukum pembunuhan berencana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa ancaman kasus pidana pembunuhan berencana ini, lebih tegas daripada pidana pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Kasus pidana pembunuhan berencana merupakan pasal dengan ancaman putusan pidana paling berat yaitu pidana mati karena dasar pembunuhannya yaitu kesengajaan dan adanya perencanaan. Selain diancam dengan pidana mati, terdakwa juga terancam pidana seumur hidup dan pidana dalam kurun waktu tertentu kurang dari 20 tahun.
Maksud dan tujuan "berencana" dalam tindak pidana kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan konsepsinya wajib melindungi setiap hak- hak individu warga negaranya, oleh karena itu, melalui UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku di masa yang akan mendatang membuat suatu instrumen penegakan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya apabila terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana yang terjadi. Penguatan fungsi hukum pidana dijalankan untuk mengontrol tingkah laku manusia agar tidak berani untuk melakukan suatu kejahatan terutama perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang.
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